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ANALISIS GENDER TENTANC
pOLIGAMI DALAM PERUNDANG
UNDANGAN DI INDONES|A

Inayah Rohmaniyah

A, PENDAHULUAN

perdebatan dan praktek poligami di Indonesia sering menjadi tema sentral di
herbagai media dan forum diskusi, baik formal maupun non formal. Perdebatan
eringkali tidak menemukan titik temu meskipun Undang-Undang tentang poligami
«lah ada sejak tahun 70an. Munculnya berbagai kasus, dari kekerasan terhadap
perempuan hingga korupsi, yang seringkali terkait pula dengan praktek poligami
gring membuat masyarakat bertanya-tanya tentang penerapan undang-undang
wersebut. Kasus Bupati Garut, Walikota Bogor, Walikota Palembang, Walikota
Magelang, beberapa menteri, tokoh agama dan bahkan akademisi atau aktifis yang
sebelumnya memiliki kepedulian terhadap persoalan gender yang melakukan
poligami dengan atau tanpa ijin istri pertama, tercatat dalam sejarah kehidupan politik
dan sosial kemasyarakatan Indonesia. Persoalan dan perdebatan poligami di Indonesia
seakan menjadi bagian dari sejarah politik dan penegakan hukum itu sendiri.

Dari berbagai perspektif atau pendekatan, persoalan poligami di Indonesia
mengundang pro dan kontra. Dengan pendekatan agama misalnya, poligami
memunculkan pemahaman keagamaan yang berbeda, meskipun dasar normatif
yang digunakan dalam mendukung argumentasinya sama. Pendapat yang mainstream
Mengatakan poligami merupakan bagian dari norma Islam, bahkan sebagian
:‘"ganggap poligami menjadi salah satu indentitas kolekif masyarakat Muslim:
b:l:::nnndak ?Cdikit yang sampai pada kesimpulan pemahaman ba.hwa pobl:flannun

orma ideal perkawinan dalam Islam. Persoalan muncul ketika per ‘
::;:E’;t atau penafsiran agama dianulir dan salah satu pendapat kemudi:n dl:i;i:
Peudapat. yang dianggap paling akurat. Kebenaran yang merupakan p
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pemahaman tersebut kemudian menjadi seakan final ketika pada gilirannya mend
a
legitimasi politik dengan diangkat menjadi undang-undang. Konstruks; keben, ¥
a
mengalami reifikasi' dan seakan benar pada dirinya sendiri dan dialami sebagai sesura
aty

yang “bukan produk manusia” (self evident).

Pada ranah politik persoalan poligami dengan demikian seringkalj menjad;
kabur. Hal ini terjadi karena kebijakan politik dalam konteks Indonesia tidak Jarang
dipengaruhi atau dicampuradukkan dengan wacana pemahaman agama yang pads
umumnya ditafsirkan oleh laki-laki, sehingga berpotensi memunculkan tetjadiny,
politisasi agama atau sebaliknya. Hal ini terjadi disebabkan dalam hegemoni tafsir dan
kultur agama yang androsentris, sexis dan patriarkhi,” pengalaman dan konstribys;
perempuan terhadap agama tidak mendapatkan tempat dalam sejarah dan Wacana
agama.’ Perempuan terpingirkan dari proses formulasi doktrin-doktrin dap
kepercayaan agama, dan dengan demikian lenyap dari sejarah agama itu sendiri. Paham
agama yang patriarkhal, androsentris dan sexis pada gilirannya melahirkan perbedaan
gender (gender differentiation), segregasi gender (gender segregation), dan ketidakadilan
gender (gender injustice), dimana perempuan pada umumnya didiskriminasikan dan

mendapatkan ketidakadilan.

Di luar polemik agama maupun politik, konstruksi pemahaman laki-laki dan
perempuan tentang poligami juga sering tidak sejalan. Laki-laki yang mendukung
poligami lebih sering mendasarkan argumentasinya pada konstruksi seksualitas
bahwa poligami merupakan kebutuhan atau “kecenderungan” menjadi laki-laki.
Sementara itu, perempuan yang menolak poligami mempertimbangkan kondisi dan
dampak poligami tersebut pada hidup dan kehidupan mereka, baik secara psikologis,

ekonomik, sosial dan aspek lainnya, sebagai perempuan dan juga anak-anak.

! Peter. L. Berger, Peter. L. Berger, Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial (Jakarta: LP3ES, 1991)

4; Peter Berger and Thomas Luckmann, The sosial Construction of Reality (New York: Penguin Books Ltd,
1979), 13 ‘
2 Androsentrisme artinya bahwa tradisi-tradisi agama dikonstruksi, dikembangkan oleh laki-lal_ﬂ

dari perspektif laki-laki, dan oleh karenanya yang menjadi fokus utamanya adalah pengalaman laki-
laki. Sementara itu, patriarkhi menunjukkan adanya dominasi dan superioritas laki-laki dalam wacand
dan sejarah agama. Agama atau pemahaman agama, pada akhirnya menjadi sexis, artinya pemahamatl
agama yang dominan memberikan keistimewaan kepada laki-laki dan pengalaman laki-laki serta
menempatkan laki-laki sebagai superior, dan pada saat yang sama menempatkan perempuan lebih rendah
sebagai pihak yang inferior. Lucinda Joy Peach “Women and World Religions” (UPP*

" Jumnal

Seksisme dalam Tafsir Agam3
55-73.




poligami dalam tataran

un 2000. Pada waken ity ma
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Negara Pemberdayaan reremnpuan mengenai
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- eTratiiTs - N o) kil .
h Peraturan Pemerineah Republik Indonesiz

‘egeri
mnya tentang poligami harus dihapuskan. ¢
ghofifah menganggap bahwa Peraturan Pemerintzh yang melarang seorang
R~ 1 . . - 1
. _oeri Sipil melakukan poligami berlebihan karena meragukan laki-laki
wal DEgert =

un;ﬂk mengoﬁffoi dirinya. Penghapusan PP 10 menurutnya ditujukan untuk
engembalikan hak asasi laki-laki untuk berpoligami yang dianggap sesuai dengan
o Islam. Berbeda dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Tbu Negara
bosat itu) Sinta Nuriyah menyatakan bahwa PP tersebut harus dipertahankan untuk
[ clindungi perempuan.

Di pihak lain Suryakusuma menegaskan bahwa PP 10 justru melembagakan
ppresi, menjadikan kemunafikan sebagai suatu norma dan manipulasi sebagai dasar
elangsungan hidup.” PP 10 adalah alat kekuasaan Negara Orde Baru yang sarat dengan
inkonsistensi dan kontradiksi yang merugikan perempuan dan laki-laki. Menurutnya,
fenomena perempuan simpanan yang terus meningkat serta berbagai kekerasan
bentuk perselingkuhan dan pernikahan sirri merupakan dampak negatif dari
aan PP tersebut. PP 10 menurut Suryakusuma berusaha mencegah perilaku
ang sah menurut UU perkawinan dan hukum Islam. Tujuan dirumuskannya PP
Sengan demikian tidak tercapai, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Pada era kepemimpinan Megawati (2001 — 2004) dengan berbagai tantangan
risis yang dihadapi banyak perempuan berharap bahwa kondisi dan berbagai
soalan perempuan akan mendapat perhatian dan solusi yang lebih baik. Presiden
€mpuan pertama di Indonesia diharapkan akan membawa angin segar, setidaknya
3 .' l"ﬂ)?ll'lgkitan kaum perempuan. Namun demikian, dalam konteks poligami yang

adi justry sebuah dilema karena Megawati didampingi scorang wakil presiden
“"8 memiliki lebih dari saty istri.




Perdebatan sekitar poligami terus bergulir tidak saja pada tingkat elit politik |
i | - . ] olitj
tetapi juga pada massyarakat umum. Di akhir tahun 2001 muncul Puspo Ward |
‘ | ‘ ardoyg
seorang pengusaha yang mengaku sukses melakukan poligami dengan ‘thpat o ‘.
” fang
agai tuntungy,
Islam yang kaffah. Pada tahun 2003, Puspo mempromosikan “Po]yg:llll)’ Award” 4

| an

isteri. Puspo bahkan mengampanyekan poligami yang diyakininya seb

membagikan 25 award kepada mereka (laki-laki) yang dipandang sukses mempratekky,
poligami dalam rangka mendukung poligami yang dilakukan secara terang-terangap, :
Pada tahun 2006, sebuah berita tentang poligami kembali menggemparkan masyamka.t
Indonesia. Seorang ulama yang sangat populer dan menjadi panutan jutaan masyarakat
Indonesia Abdullah Gymnastiar diberitakan menikah lagi setelah beberapa tahyy,
menjalani hidup bahagia dengan isteri pertama dan dikaruniai 7 putera-puteri. Polemik
tentang poligami saat itu semakin mengemuka dan perdebatan yang berujung pad,
interpretasi agama tetap menjadi primadona. Pertautan antara konstruksi tafsir agama,
peraturan Pemerintah, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan tersebarnya

informasi secara kilat menjadi sebuah realitas persoalan yang semakin menantang,

Demikian, perdebatan sekitar poligami berakar dan melegitimasi interpretasi
agama sebagai norma masyarakat yang diperkuat melalui intervensi Negara atau
pemerintah sebagai penentu kebijakan. Realitas wacana dan praktek poligami baik di
tingkat elit maupun di masyarakat pada umumnya mengandaikan pentingnya melihat
dan mengkaji kembali wacana poligami dari berbagai aspek dan bidang keilmuan,
terlebih dari perspektif perempuan. Salah satu bidang yang cukup signifikan untuk
dikaji ialah bidang hukum. Tulisan ini mengurai dan menganalisis secara sederhana
persoalan poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan
pisau analisis gender. Uraian dimulai dari bagaimana negara menempatkan status laki-
laki dan perempuan yang menggambarkan konstruksi Negara tentang perempuan,
bagaimana negara mengatur persoalan poligami, dari mana sumber konstruksi dan
kepentingan siapa yang menjadi titik berat pengaturan poligami di Indonesia, serta

adakah persoalan diskriminasi gender.

Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial istilah gender digunakan dengan makna khusus
yang secara fundamental berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis. Gender
adalah konstruksi sosial, bukan sesuatu yang bersifat biologis,” tentang perbedaan-
perbedaan antara perempuan dengan laki-laki.? Perbedaan gender adalah perbedaan

6 Nina Nirmila, “Negotiating Polygamy in Indonesia,” dalam Susan Blackburn etc, Indonesiar Islam
ina New Era: How Women Negotiate their Muslim Identities (Clayton:Monash University Pres, 2008), 33- 3
7 Letty M Russel & Clarkson JS, Dictionary of Feminist Theology (Kentucky: Westminster John Kno
Press, 1996), 124. ; . e o
$ Mmﬂyg Mff dan Perubahan Orgnisasi, terj. Omi Intan Naomi (Ja
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o gender dan jemis kelamin digunakan sebagai perangkat konseptual

faskan’ dan mencmukenali perbedaan yang dibangun secara sosial dan

o Para sosiolog TET ;__z_"."i'li:'- konsep gender untuk memahami tingkah laku

WL harapas -.--_-_; dipelajani secara sosial, yang muncul sebagai akibar dari
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smosiasi serhadag
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W sosial dalam masyarakat dan bahkan dalam kebijakan pemerintah.

- lmzwmtc'szdmxhlmprmcswmpmpng dikonstruksi, dibentuk,

. Jssikan, dan diperkuat melalui 2jaran keagamaan maupun Negara. Ideologi

jer selah membent tuk budaya yang partriarkhal di masyarakat dan mencipeakan

ade-domimated culture, yato budaya yang didominasi olch dan mengutamakan laki-

ki sehingga memunculkan kendakadilan. Ketidakadilan gender muncul di berbagai

ki dan wilayah. Bentuk ketidakadilan gender bermacam-macam tergantung pada

| serukenr ckonomi dan organisasi sosial dari masyarakat tertentu dan pada budaya dari

kelompok tertentu di masyarakat tersebut.™ Bentuk ketidakadilan gender antara hain

B. Porrer Perempuan p1 Mata Hukum
baki-laki. i. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi tidak membedakan posisi perempuan
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(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukyg, dan

mimzh,m
~ ku"““"’h.
yang l:{yf& }‘Wg

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu df;,—,gan tidak
(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan P‘inghidupan

kemanusiaan.

Pasal berikutnya ditegaskan (28), pada Amandemen UUD 1945 juga di

tcgi‘kar,

jaminan Undang-undang terhadap persamaan hak asasi manusia tanpa Pengecys]
cualizy
el

baik laki-laki maupun perempuan® sebagai berikut:
Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.

Pasal 28 B

(1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkzmbang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28 C

(2) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(3) Setia orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.

Pasal 28 E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraa™
% . e dgq I ya, serta berhak




berhak atas kebebasan meyakini k(‘pcrcaya;n, menyatakan piki
ran

uai dengan hati nuraninya.

. an
‘sp or g

o sikaps g

. Pasal 28 G

ng berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

2 OF3
etiap .
S abat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
mar
an‘an dﬂn p(
at sesuatu’y’

(lindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

ang merupakan hak asasi.

bu i
lsac;ap ghng berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
2) C,rendahk“" derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
m

dari Ncgam lain.
Pasal 28 H

o) Secap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
mcmpﬁl‘olc
keadilan

h kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

Pasal 28 1

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlindungan yang

bersifat diskriminatif itu.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa secara legal formal negara pada
prinsipnya mengakui persamaan hak Jaki-laki dan perempuan dan tidak mentolerir
berbagai bentuk diskriminasi atau ketidakadilan terhadap perempuan maupun laki-
laki. Kekerasan terhadap perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik
sebagai bentuk diskriminasi dalam konteks ini merupakan pelanggaran hukum.
Pemerintah Indonesia bahkan telah mengukuhkan konvensi PBB tentang penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on The Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW) sejak tahun 1952.

Berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengakuan kedudukan
yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam hak yang berkaitan dengan
' pek"‘]:nn, kesempatan pendidikan serta syarat-syarat dan kepastian hukum dalam
Pk::?:n k:elamjumya dirumuskan untuk memperkuat jaminan UuUD 1945 dan
B P‘c‘re mnvensi .internasional tersebut. Dalam konteks pekerjaan smpgg::
| puan juga mendapa s " e basi‘k
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}“‘Lm'].u" yang sama dan tidak ada p(-l.lrml.u.m dalam Syarat

: pen ;‘
menduduki suatu jabatan, Perempuan juga berhak atas gaji penuly lg "Kl""lan
‘ % Selamy,
14 N cun
atau cuti setelah keguguran. a ¢y .
nj|

Pada tahun 1984 prmcrin(.lh telah meratitikasi konvens; "“"gl
puy
sa g

' o
mlplcmcntasi v,
sosiologis 1 2

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Namun demikian

konvensi tersebut dihadapkan pada kendala politis maupun

politis terkait dengan sikap ambivalen Pemerintah dalam menempatkap iy endy),
Al A

parameter untuk menetapkan kebijakan pembangunan secara keseluryl, "hagyg
an, §

cebijak soara tentang perempuan yang lai o g
kebijakan umum negara t¢ g1 I yang lain masih banya) —

dengan konvensi tersebut, termasuk kebijakan tentang poligami,

Kendala sosiologis terkait dengan sikap para pengambil keputusay
hukum, kaum agamawan, dan masyarakat yang masih mcngintcl'na'li pc.ncgik
melanggengkan ideologi gender yang tidak berkeadilan. Sementara ity pc:ﬂu dan
dalam kehidupan masyarakat lebih banyak menjadi obyek yang tidak m;mili';:‘npuml
serta keterlibatan seluas laki-laki dalam berbagai kegiatan publik dan tCl’utamald:l]“cs
pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keputusan dan penyelesaian persoalan soa'm
lebih banyak menjadi otoritas laki-laki. Standar dan norma kehidupan didcﬁnisil:::

dan dikonstruksi oleh laki-laki dan tentu saja sesuai dengan sudut pandang merek,

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 sesungguhnya memberikay
arahan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dengan meningkatkan
kedudukan dan peran perempuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegaramelalui
kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan “kesetaraan dan keadilan gender”.
Kebijakan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas, peran dan kemandirian
organisasi perempuan dalam usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga
dan kesejahteraan masyarakat. ' Secara lebih khusus, wacana perempuan dan
pembangunan di Indonesia terumuskan dalam konsep kemitrasejajaran antara laki-laki
dan perempuan dalam perundang-undangan. Konsep kemitrasejajaran muncul pada
awal Repelita IV tahun 1987 berdasarkan gagasan Menteri Negara Urusan Peranan
Wanita saat itu, Lasiyah Sutanto SH. Gagasan yang kemudian dirumuskan menjadi
sebuah konsep itu dituangkan dalam Tap MPR nomor 1 1/TAP/1993 tentang GBHN

pada Repelita V.

“PKK UGM, Analisa Situasi Anak dan Wanita di Indonesia (Jakarta, Pemerintah R & UNICER

2000), 61.

 Ciciek Farkha, Prspekiif erempuan dalam Penegakan Hak Asast Manusia (Jakares P15 2000), 10
' Nasrun Hr. Arbain, “Peranan Perempuan dalam Penetapan Kebijakan Publik”, dalam it

Keluarga Berencana Dacrah Jami (ed-),MambangnnOmmmihgiPwWW

Reproduksi Perempuan (Yogyakarta, Galang, 2001),15.
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e sicapai baik oleh lakl—lékl atau perempuan dengan Perjuangan, maka pernyata ¥

idak seharusnya dicantumkan dalam ketetapan. Atau, kodrat sehaZusn;:

adi prasyarat bagi kemitrasejajaran laki-laki juga. Kare

bedaan tersebut Mmenempatk
an

wrsebllt

iuga men) ; Na masing-masin
*emiliki kodrat yang berbeda yang tidak seharusnya membuat martabat dan harkagt
LN sebagai manusia berbeda.

Kodrat, harkat dan martabat perempuan sayangnya lebih merupakan konstruksi
masyarakat yang dikaitkan dengan status perempuan sebagai ibu rumah tangga atau
jstri yang harus melayani anggota keluarganya dan bukan status ontologis perempuan
sebagai manusia utuh sebagaimana laki-laki. Dengan kata lain meskipun secara yuridis
normatif kemitrasejajaran dan hak antara laki-laki dan perempuan diakui, namun
demikian dalam prakteknya belum direalisasikan secara optimal karena ketentuan
undang-undang masih mendukung keberadaan gender stereotype (stereotipi berbasis
gender), gender norm (norma berdasarkan gender), gender role (peran gender), dan gender
division of labour (pembagian kerja berdasarkan gender).

Salah satu ketentuan yang tidak sejalan dengan CEDAW dan memberikan
kontribusi terhadap pelanggengan ketidakadilan gender adalah Pasal 30 UU No.
1/1974 ayat 3 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah
ibu rumah tangga.'® Pembakuan peran secara normatif tersebut mempunyai implikasi

Yang luas bagi perempuan, utamanya berkaitan dengan berbagai produk kebijakan
g signifikan adalah

baik di sektor publik maupun domestik. Salah satu implikasi yan

o 2 S
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hegemoni dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, yang dimulaj dgpi
ri

laki-laki dalam keluarga, dan besarnya ketergantungan serta subordingg
. i

domigeg
Perempyy,

di bawah superioritas laki-lakt.

Ketergantungan ini dapat terjadi pada dimensi sosial-strukeyry] ,
ketergantungan perempuan terkait dengan persoalan kelangsungan hidup km:hPuti
ekonomi, prokreasi (reproduksi), status, prestige dan seks (termasuk dalam pc;l : ‘z’:an
keputusan untuk melakukan poligami). Pada level personal-emosional kctcrgfn:: »
perempuan pada laki-laki mencakup dimensi afcksi dan perasaan kebenaran e Ogan
atau moralitas dan etika.'” Berbagai dimensi yang diwarnai dengan paham day ::l:m
yang androsentris, seksis dan patriarkhi ini,  semakin mengukuhkan k“"gamung:,:

tersebut schingga seolah menjadi sebuah keniscayaan (takdir).

Model ketergantungan ini di sisi lain berkaitan dengan berbagai sumber-sumbes
kebutuhan perempuan yang dikontrol oleh laki-laki sebagai kepala keluarga, baik d;
wilayah domestik maupun publik. Dalam wilayah domestik, kedudukan dan posisi
kuat suami dalam keluarga menurut Masdar karena alasan ekonomi, yaitu suami
dianggap sebagai pemberi nafkah.”' Sementara itu, selama berabad-abad perempuan
telah ditindas oleh sebuah sistem yang melibatkan kepentingan ekonomi, selain
kepentingan politik dan agama. Seseorang yang secara ckonomi kuat akan mempunyai
kekuatan sebagaimana bangsa yang miskin tergantung pada bangsa yang kaya dan
majikan yang mempunyai posisi kuat karena menentukan hidup buruh.

Namun demikian ketergantungan ekonomi bukan satu-satunya penyebab
terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Menurut data
dokumentasi Litbang Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta, dari jumlh
138 kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk pada bulan Januari-April 2001,
menunjukkan bahwa 30 korban bekerja sebagai pegawai swasta, 25 korban pelajar atau
mahasiswa dan bahkan 9 korban bekerja sebagai staf pengajar. * Hal ini menunjukkan
bahwa perempuan yang secara ekonomi memiliki kemandirian dan tidak tergantung
kepada nafkah suami pada kenyataannya mengalami tindak kekerasan, yang bermuard

1 Bagus Haryono, Kekuasaan steri Tergantung Suami (Surakarta: Pustaka Cakra, 2000). ®, B
-~ MM'MMMW'(UPPQ Saddle River New Jersey:

Wacana Keislaman” dalam Smita Notosusant© 42 ;

sit Obor,1997), 55.
A

, Jmm.April 2001.




Kebijakan dan kultur yang me]anggcngkan adany, relasi kygs, dalam
Jany?
d’ 3
L A
ktlu’rik S terhadap perempuan menurut bebcrapa penelitian terus
i

mnas Perempuan dalam catatan tahunap tahun 2
5 agka Khoadap perempuan menunjukkan peningkatan ya
e tc(ria cahun 2008 terjadi 54.425 kasus dap tahun 2
Pcrscn.u Pa us, Dari 143.586 kasus tersebut, 96%, merupaka
143,586 kas e sebanyak 136.849 kasys. Kasus
mah [anggisual dan psikis. Data penanganan kasys yang
fk untuk diperhatikan. Rata-rata ditemukan 3

009 Memaparkan kagy,
N signifikan yaje, 263
009 meningk ¢ menjad;
n kasys kekerasan, dalam
tersebut didominas; oleh
ditangani Rifk, Annisa
00 kasuys per tahunny,,
h menangan; sebanyak 75
fastis: :
bagai faktor penyebab munculnya tindak kekerasan terha
i af it dan mengkristal dalam masyarakat yang male dominated
gling ber dalsar ialah bahwa konsep HAM secara umum terfokus pa
:ﬁ;:; :’ublik sehingga mengabaikan permasalahan di lingkup
B mendapatkan berbagai tindakan yang melanggar haknya sebagai manusia.
idc:skiPUn langkah-langkah perbaikan secara internasional telah diupayakan, berbagai
kasus kekerasan terhadap perempuan mmeperlihatkan bahwa h

ukum dan berbagi
kebijakan di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang memadai
kcpada perempuan.

dap perempuan
culture. Persoalan
da permasalahan

domestik, tempat

C. PoLicami, Hukum pan KONSTRUKSI PErREMPUAN

Dari konteks sejarah, sebelum Undang-undang Perkawinan menjadi Undang-
Undang persoalan poligami telah marak dibicarakan. Poligami telah menjadi wacana
dan perdebatan antara kelompok yang menentang dan mendukung sejak jaman
kolonialisme Belanda. Poligami pada masa penjajahan lebih banyak dipraktekkan oleh
keluarga elit aristokrat, sebagaimana tersirat dalam surat-surat R.A Kartini (1879-
1904) yang menyatakan penentangannya terhadap tradisi keluarga Java aristokrat
Yang memencilkan perempuan, menjodohkan anak-anak mereka, dan melakukan
poligami. Bagi Kartini poligami dilakukan semata-mata demi melayani kepentingan

laki-lak; g,

ini ami
N sama sekali tidak menguntungkan perempuan. Kartini mengal

; ; 5
" Komnag Perempuan, Peringatan Peristiwa Tragedi Mei 1998: Napak Reformasi Dalam Peringatan Lima

Tahun Reformasi, (data online) diambil pada Januari 2014, di alamat berikut:‘ ‘ s
ttp://www.komnasperempuan.or.id/2013/05/pcringﬁtaﬂ‘Pcn5““’3'"3ge
‘998/#more-10725
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bagaimana penderitaan perempuan yang hidup bersama isteri lain di bawal, satu agy

Pcncnmngnn Kartini nwnjadi b.tgi.m dari cerita penentangan perempuan terhada.
poligami, meskipun Kartini sendiri harus jatuh dalam kehidupan perkawinan poligami
karena ketidakkuasaannya berhadapan dengan hukum Islam yang dia"ggapnya

berpihak pada poligami.

Seperti halnya Kartini, beberapa organisasi perempuan pada masa Penjajahanjuga
memiliki kepedulian melakukan penentangan terhadap menjamurnya perceraian,
perkawinan dini dan perjodohan, dan poligami yang dilakukan dengan semena-
mena tanpa memperdulikan hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan
nafkah iddah bagi mereka yang diceraikan. Hukum perkawinan yang pada saat ity
belum dikondifikasi dan dengan demikian merujuk pada kitab-kitab fikih klasik tidak
mampu memberikan kepastian hukum bagi perempuan terutama terkait dengan hak-
hak perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Poligami, yang dalam
kitab-kitab fikih klasik diperbolehkan, membawa berbagai dampak negatif terhadap
perempuan dan anak. Hal ini menjadi kepedulian para perempuan dan aktifis anggota

organisasi perempu:m.

Padatahun 1952 pemerintah Indonesiamengeluarkan peraturan tentang pemberian
pensiun bagi para janda Pegawai Negeri yang melakukan poligami. Peraturan yang
mengindikasikan dukungan Pemerintah terhadap poligami ini mendapatkan protes
keras dari beberapa organisasi perempuan. > Pada masa orde baru beberapa organisasi
perempuan mengusulkan pada pemerintah agar dilakukan reformasi hukum
perkawinan. Usulan ini didukung oleh kelompok nasionalis yang menghendaki
adanya penyatuan hukum di seluruh Indonesia dan mengeliminir pengaruh dari
hukum para penjajah Belanda. Pada akhirnya, pada tahun 1973 pemerintah Suharto
menyetujui adanya reformasi hukum perkawinan, yang berlangsung cukup lama dan

melalui proses yang panjang.

Beberapa faktor yang menyebabkan lambannya proses reformasi hukum
perkawinan antara lain; 1) kesulitan untuk melakukan rekonsiliasi antara kepentingan
umat Muslin, Nasionalis, Kristen, dan juga etnis Cina; 2) sebagian menghendaki
adanya perbedaan yang dilegalkan, sementara sebagian lain menginginkan penyatuan
hukum sehingga kelompok agama lain juga mengikuti hukum perkawinan yang sama;
dan 3) poligami sebelumnya telah menjadi persoalan yang hangat diperdebatkan.
Banyak organisasi perempuan dan kelompok nasionalis sekuler menolak poligami,
sementara partai Islam dan organisasi Islam mendukung poligami karena beranggapan




- merupakan bagian dari perjuangan identitas kolektif Islam pada awal
i
et

2 {ianlah, wacsn3 poligami pada awal reformasi hukum perkawinan terkait

oalan poiiu’k dan kontestasi identitas kelompok. Pro-poligami

d‘ngiﬂ pCT5 ’ e | d, : : I 1 k P
e oleh Partai politik dan organisasi Is a-m untuk menunjukkan penentangan
aig? kelompok nasionalis-sekuler. ® Pelarangan poligami bagi organisasi
ka terhadap pe g g1 orga

. [slam merupakan penentangan atau penolakan terhadap Islam, karena
dao P“:iw hami scbagai ajaran yang secara normatif membolehkan poligami.
jsham 1p2 Polizami dengan demikian dipandang sebagai penentangan terhadap

e dcbaw; menjadi semakin seru ketika Rancangan Undang—Undang tentang
o g diusulkan menjadi Undang-Undang. Pada akhirnya, setelah melalui
Po’d‘b“’n yang panjang monogami ditetapkan menjadi salah satu azas tetapi dengan
- ngecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya
jizinkan bagi scorang suami beristeri lebih dari seorang. Masuk dalam pengecualian

¢ adalah orang yang beragama Islam, karena secara normatif-tekstual al-Qur’an
dipabami membolehkan poligami.

Undang-undang Perkawinan pada akhirnya disetujui oleh parlemen
dan ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 2 Januari 1974 dan untuk
mmgjmplementasikannya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
| No.9/1975.%

Ketentuan poligami sebagaimana tercantum dalam undang-Undang Nomor 1
tahun 1974, adalah sebagai berikut: ¥

Pasal 3

(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada scorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

e S
5

E_“‘tﬂng Sacfuddin Anshari, sebagaimana dinukil oleh Nina Nurmila, “Negotiating Polygamy in
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Pasal 4

lebih dari seorang, whagainman
, "

(') ,'J‘rllll 'l.ll s "i;.’, Shiain .lL.l'l ;i"a'."'li
tersebut dalamn Pasal 3 ayat (2) Undang Unidang, inl, maka ia wajib e ngajikan
permohionan kepada Peng, ilan di daeeah ternpat tinggalnya

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan jzin kepads
L m.myl stiami '/,vn;!, .‘lv Al ’:' risteri J' ‘nh '14)1 seorany, .a;ul,,j,,

i Istert tidak ll‘.’..u NG u,..’,u.}.m kewajibantya s bagai Isteri;
b, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat ""’”'(’"J’ulr:m'
¢, Isteri tidak dapat melabiirkan keturunan
Khusus untuk Pegawai Negeri ',thl Ketentuan (Jy,rlay,“,r;,,,};‘,‘“ tetsebus
dipertegas dan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintab Republik Indonesis
Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil,

yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Bab I

Dasar-dasar Perkawinan

Pasal 4 Ayat (2)

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih

dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan dan sakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Selanjutnya pada pasal 10 dikatakan sebagai berikut:

1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila
memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarar alternatif dan ketiga syarat
komulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.

2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan dan sakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat alternatif yang mengandaikan kebolehan melakukan poligami pada

mulanya ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindakan poligami yang
sewenang-wenang. Namun demikian karena perspektif yang digunakan sarat dengan
bias gender, tanpa memperhatikan suara dan kepentingan perempuan yang menjadi
obyek dari poligami itu sendiri, maka hasil ketentuan-ketentuan tersebut justrd
merugikan perempuan. Syarat-syarat yang ditentukan hanya dibebankan kepada
perempuan sebagai isteri. Konstruksi tentang perempuan dalam konteks ini hanya

B dat pesian poligami.

: RESPONSIF GENDER,




“Isgeri  tidak  dapat menfalankan  kewajiban
A '

.s'rlnl L ¢ 4.
LA isterf d“}’-lt

- At tentang kcwajlban
‘“"("“

{ vang sara n gondcr, K"W&Ijiha"
' y sebagai konstruksi masyarakat tentang tugas Utama

Jan dikaitkan dengan konstruksi masyarak

y Ja . »
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N

( \'I.II“L'" |
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saikan dgy,
I potensial
"yataanny;

di Willy;lh

X AR}
sier! d

layal

wilay

okatnya pendidikan perempuan akses :
i an meningkatnya pendid I I €5 perempuan

akin terbuka.

suan dan laki-laki sama-sama bekerja atau bcrkiprah di masyarakat
Jika peremy reian kewajiban isteri dipahami sebagai kewajiban melayani kcluarga.
ara P“ng‘;tik dan l;;ki~l;\ki terbebas dari kewajiban tersebut, maka beban yang
i wilayah dom;;ﬂ,j;di ancaman bagi perempuan. Jika kewajiban perempuan dipaham;
tid)ksfimbal?igba" terkait dengan pembagian kerja yang merupakan konstruksi sosial
sebag®! chaJsuatu yang bersifat kodrati seperti halnya mengandung atau melahirkan,
dan bukan scma,, dalam peraturan di atas menjadi tidak adil bagi perempuan,

scnlf nt

maka pernyd
taan tersebut hanya menekankan kewajiban perempuan dan memunculkan
Pernya tentang kewajiban laki-laki. Peraturan idealnya juga berlaku bagi laki-
P‘r'tan}):lan hak-hak perempuan dapat terlindungi, bahwa kewajiban sebagai suami
Latll-:;ll:laig:eharusan yang tidak boleh diabaikan. Sementara, kewajiban yang terkait
dengan pembagian kerja di wilayah domestik maupun publik menja.di tanggung jawab
bersama yang harus dilakukan secara bahu membahu sehingga keadilan dan kesetaraan
dalam keluarga dapat terwujud.

Berbagai kemungkinan lain yang disebutkan dalam peraturan poligami di atas,
baik berkaitan dengan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, cacat bac?an maupun.
sakit seolah hanya dapat terjadi pada perempuan. Bagaimana jika laki-lakx. .atau suami
pda kenyataannya menjadi pihak yang tidak dapat menjalankan l::ch_]ll?an. bakz
badan atau sakit? Bagaimana jika cacat badan atau sakit yang diderita 1ster? diseba
oleh kekerasan yang dilakukan oleh suami atau penderitaan berkepanjangan Y’:gl
dibabkan oleh suami? Pertanyaan kritis semacam di atas scyo.g.)"«m")'?l m::l):m
Pttimbangan dalam  membuat undang-undang. Bagaimana P“b‘llka }:’tcn e
fondi Yang lemah baik secara ekonomis. maupun non ekonon.us Sekcngg;ndm
Tnelflﬂiki salah satu dari ketentuan, undang-undang tidak me : rikan rs::;um A
i terhaggp ‘ perempuan dalammﬁmb“‘km pe
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Ketentuan undang—undang memang mengatur pmr.cdur pr:]aksanaan Pﬂligamj
bagi pegawai negeri sipil yang beragama [slam, tetapi tidak ada aturan yang menjamin
keadilan materil dan spiritual bagi para isteri dan anak masing-masing scbagai akibat
dari pelaksanaan poligami. Pada ayat (1) pzr,';xl 4 BAB I Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tentang syarat yang
berkaitan dengan jaminan keadilan untuk dapat mengajukan permohonan poligami

ke pengadilan sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan pcrmohonan kepada pengadilan, sebagaiman,

dimaksud dalam Padal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin suami mampu menjamin
keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-
anak mereka. **
Pada Ayat (2) bahkan terdapat penegasan bahwa persetujuan dari pihak isteri

bukan suatu yang mutlak:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami
yang apabila isteri/isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi
pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim

Pengadilan.

Peraturan Undang-Undang seperti tersebut di atas tidak secara tegas menjamin
keterlibatan isteri dalam memberikan persetujuan terhadap suami dalam melakukan
poligami. Undang-undang juga tidak menyediakan perangkat yang dapat menjamin
kepastian perlakuan adil baik spiritual maupun material suami terhadap isterinya
dalam kehidupan sesungguhnya. Konsep adil yang menjadi ketentuan undang-undang
boleh jadi diadopsi dari norma Islam yang mengandaikan keadilan dalam poligami. &
Namun demikian tidak ada kepastian, keadilan seperti apa yang dikehendaki undang-
undang karena keadilan yang bersifat non materiil hampir tidak mungkin dapat
dilakukan. Undang-undang bahkan tidak mengatur lebih jauh prosedur pelaksanaan,
kontrol dan ancaman bagi pelanggaran terhadap keadilan yang menjadi syarat bagi

laki-laki untuk melakukan poligami.

Perkawinan Khusus Untuk Anggota
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2-5-
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y:u‘ill\'i“ Muslim, pemerintah mengeluarkan 15,

: mas ruksi Pregide
Bag! , O b R Hden Republik
ia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilas Hukupy, Islam yat ll' I
onesk " : SR Wl ’ ang terdiri dari
[nd perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukuym, Perwakafan. | )
um ahdlar, nstruy s i“j
puk

a dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri A

Lty ; _ gama Republik Indonesi;
sclnﬂjor 154 Tahun 1991. Poligami dalam kompilasi inj diatur dajam Buku 1 Bab lxl

) ¥ . )
Noﬂl 55 sampai dengan pasal 59. Pada pasal 55 diatur sebagai berikue-
253 -

Beristeri lebih dari satu orang pada wakty yang bersamaan terbatss hanya ool
empat isterl.

Syarat utama beristeri lebih dari seorang,
s §

suami harug mampu berlaku adil
Jadap isteri-isteri dan anak-anaknya,

terl
3, Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2)

tidak mungkin dipenuhi, suamj
dilarang beristeri lebih dari seorang,

Ketentuan tersebut di atas pada prinsipnya sama dengan undang-undang No,

{ tahun 1974, bahkan lebih memprihatinkan karena secara formal dinyatakan

kebolehan berpoligami dengan empat orang isteri sckaligus. Persyaratan keadilan
yang dijamin hukum hanyalah bersifat material, sementara keadilan non material
tidak disebutkan. Keberpihakan ketentuan pada kepentingan laki-laki, berakibat
mengesampingkan berbagai dampak negatif dan kerugian yang menimpa perempuan
dan anak-anak. Ketentuan ini mengilustrasikan interpretasi keagamaan dan gambaran
konstruksi sosial bias gender yang terlembagakan. Semua ini menggambarkan realitas
bahwa bukan hanya kitab suci, norma sosial, bahkan sumber rujukan hukum juga
diinterpretasikan pada umumnya oleh laki-laki sehingga lebih merepresentasikan

asumsi dan kepentingan laki-laki dan pada saat yang sama mengesampingkan suara,
. kepentingan dan pengalaman perempuan.

Selanjutnya, seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada

~ pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga diatur persyaratan mendapatkan izin poligami
yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
 beristeri lebih dari seorang apabila:

Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
b Isteri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- C Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

B S8

; d ; ilan Agama,
. * Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan p?;g:)l;;ooo) “y
34“ekt0m Genderal Pembinaan agaar [, Degarcenton Agama R1, 3
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ol oo, 52 lakukan poligami (pasal 58). Namun demikian,
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6 5 isteri tidak mau memberikan pe juan dan pe
pah#3 J . reri lebih dari satu orang, maka dapat menetapkan
berist
otk

ni lemah dan bebgy,
wnw:f Pz;ngungn‘)’a tidak mendapat tempat di mat, Undang-Undang.
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Pog

Jika dikembalikan pada ketentuan undang-

bagi suam;
Pada pag;) 59 diatyr
moho
Pengadilan Agama
berian izin tersebut. ** Posisi perempuan dalam hg] ;

nan izin sttami

undang itu sendiri tentang tujuan

ketenangan dan ketentraman dalam sebuah keluarga
kzwinan,

pcr

dan rahmah tidak seharusnya hanya dirasakan dan menjadi hak suamj tetapi

n

- pawaddah h anggota keluarga, termasuk isteri, Konsep Sakinah, mawaddah dan rahmak

jug? e konsep yang tidak dapat diukur dengan sesuatu yang bersifat materiil
z::konomis- Dengan demikian, undang-undang yang hanya mengutamakan aspek

materiil dan disusun dalam lingkup masyarakat yang patriarkhis tidak akan dapat
] menjamin terciptanya konsep tersebut.

yang penuh

Dalam realitas kehidupan yang dialami perempuan, seperti tampak dalam dat:;

| data mengenai kasus kekerasan terhadap isteri dalam bentuk poligami yang masdak

: dmRiﬂ:g Annisa Woman Crisis Center tahun 2000, nasib perempuan bahkan' ti

. jamah Undang-Undang. Data di Rifka Annisa menunjukkan bahwa 62% dari l::us

o :
;?l:gr::m yang masuk pada tahun 2000 adalah poligami sirri dan hanya 38/? kl:s
i i. Sementara itu, data yang ada menunjukkan

ligami yang dilakukan secara resmi. a3, - ada .'

'wa 75% dari 90 kasus kekerasan terhadap isteri solusi yang dlpthdafia(lja::‘ :ledrzlk
Perceraian yang diakibatkan oleh poligami seperti ini tidak terakomodir

o ndapatkan jaminan undang-undang,.

Dalam persoalan perceraian, pada pasal 8 ayat (4) disebuTkan bah;lva _111:: E::el:;:
terjadi atas kehendak isteri maka dia tidak berhak atas bagmn pengNas e
laminya. Secara lengkap b‘unyi pasal 8 Peraturan Pen.menntal? ?Iﬂ S:lr:l ‘g
1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai

[ . 9),
. 'Syafq Hasyim, Poligams dom Keadilon Kualitatif (Jakarta: P3M, 1999)
- Kompilasi Hulkum I5jam 35,

isa WCC
i 2000 di Rifka Annisa W
. Grafik Soly; yang dipilih klien kasus KTI Bulan Januari-Desember
Yog » Sumber Divisi Litbang RAWCC Yogyakarta.




atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib

1. Apabila perceraian terjadi
ntuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya

menyerahkan sebagian gajinyau

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah seperti untuk PNS pria

yang bersangkutan, 1/3 bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya.

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib
diserahkan oleh PNS pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri maka ia tidak berhak atas bagian

penghasilan dari bekas suaminya.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku jika isteri minta

cerai karena dimadu.
Peraturan tersebut tidak sepenuhnya memihak kepentingan perempuan. Ayat (4)
dan (5) menyebutkan bahwa isteri tidak akan mendapat bagian gaji atau penghasilan

dari suaminya jika dia yang minta cerai kecuali dengan satu alasan yakni dimadu. Dari
ntuan ini perempuan mendapat perlindungan secara

poligami dimaksud tidak termasuk poligami

alasan poligami menurut kete

ckonomis. Namun demikian sekali lagi,
yang dilakukan secara sirri, yang menurut data lebih banyak terjadi, tetapi poligami -
ntah. Ketentuan undang-undang juga tidak dapat

yang mendapat pengakuan pemeri
benarnya karena tidak adanya

menjamin terlaksananya ketentuan dengan sebenar-

sanksi yang tegas suami yang melanggar ketentuan tersebut. Lebih jauh, Peraturan

ini tidak mengakomodir berbagai alasan lain yang lebih sering terjadi di dalam rumah
tangga seperti kekerasan dalam keluarga termasuk kekerasan terhadap isteri. Para |
isteri yang mengajukan perceraian dengan alasan kekerasan atau penganiayaan secara _

ekonomis tidak mendapat perlindungan secara legal.

Sementara sebagai gambaran tercatat bahwa sampai bulan Oktober tahun 1999
terdapat 40 kasus kekerasan (yang terungkap) dalam rumah tangga dan hanya 38
kasus yang masuk dalam pengadilan. *’ Dari 383 kasus kekerasan terhadap perempuan -
yang masuk di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta pada tahun 2000,
225 diantaranya dialami oleh isteri, ** 92 kasus adalah kekerasan dalam pacaran, 28
kasus pelecehan seksual, 25 kasus perkosaan dan 12 kasus kekerasan dalam rumah
tangga. Total kasus yang masuk dari tahun 1994 sampai tahun 2000 sebanyak 13
kasus dengan rincian sebagai berikut: kekerasan terhadap isteri sejumlah 820 kasus,
kekerasan dalam pacaran sejumlah 294 kasus, perkosaan sejumlah 85 kasus, pelece n

M Perempuan (Jakarta: P3M, 1999), 8. E
Annisa Women Crisis Center, Data Kasus Kekerasan Terhadap
nisa WCC, Periode tahun 1994-2000.
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asus dan kekerasan dalam keluarga dan kehamilan tidak dikehendaki 42
: i

komnas pcrcmpu.'m juga mcnunjukkan ting
atd

* Kekerasan seksual merupakan ben

ginya angka kekerasan yang

i rempuan. tuk kekerasan paling mencuae
1am Y Jifils
Jialar atan Komnas Perempuan selama 2011, terutama di ranah domestik dap
CaLate :
- ol blik Dalam ranah domestik, kasus kekerasan terbanyak terjadi dalam rumah
: h puos™
rand

o« mencapai 113. 878 kasus, yang 110. 468 kasus di anta

) Yait X ranya kekcrasan
ﬁ“gg; p jstri. Sementara kekerasan lainnya tetjadi dalam hubungan Pacaran sebanyak
hadap ™ : : R
lcf05 Lasus. Selain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dialam; perempuan
1.4

Lacam-macain, di antaranya kekerasan kejiwaan, yang mencapai 103. 691 kagus

m . - L& »
bck san ekonomi sebanyak 3.222, kekerasan fisik sebanyak 2.790, serta kekerasan
keke

' sual scbanyak 1.398 kasus.
| D. REFLEKSI DAN PenuTUP

Persoalan poligami menjadi tema hangat yang selalu menantang dan sekaligus
- dapat menjadi ukuran sensitifitas dan kepedulian seseorang terhadap persoalan gender
dan hak-hak perempuan. Dari perspektif analisis gender, peraturan poligami dalam
Pcmndang-undangan menunjukkan adanya konstruksi yang diskriminatif tentang
| status dan peran perempuan, dalam beberapa bentuknya baik stereotipi, subordinasi,
marginalisasi, maupun kekerasan terutama kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik
nampak terutama dalam penempatan perempuan sebagai obyek hukum dan hegemoni
konstruksi laki-laki terhadap persoalan poligami. Dengan kata lain, peraturan
tentang poligami menunjukkan adanya kontruksi dikriminatif yang diobyektifikasi
dan mengalami reifikasi serta dijustifikasi dengan kekuatan Negara sehingga seakan
" njadi kebenaran final yang memiliki status mutlak. Sumber konstruksi berakar
erutama dari pemahaman agama yang endosentris, patriarkhis dan sexis. Selain itu,
pengaruh kultur dan pemahaman keagamaan yang telah mengalami obyektifikasi

fan reifikasi menjadikan peraturan poligami dalam batas tertentu diterima sebagai
detitas kolektif yang final.

Terdapat setidaknya dua peristiwa yang dapat menjadi bahan refleksi dan
rtimbangan bagi masyarakat Indonesia dan terutama pemerintah dalam merespon
- tlan poligami. Pertama, pada tahun 2004 pada level Pemerintah Menteri Agama

Komnas perempuay, Peringatan Peristiwa Tragedi Mei 1998: Napak Reformasi Dalam Peringatan Lima

»
4 Tahun Reformasi, (data online) diambil pada Januari 2014, di alamat berikut:

" hnp www kom nasperempuan.or.id/2013/05/peringatan-peristiwa-tragedi-mei-
#morc-10725



RI melaunching draft amandemen Kompilasi Hukum Islam 1991 yang disusun ole},
sebuah tim yang terdiri dari mereka yang memiliki pemahaman progresif tentang Islyp,
dan dipimpin oleh seorang perempuan. “ Draft tersebut memuat peraturan tentang
larangan poligami, mcmpc‘rbolchk.m perkawinan antar agama, dan mempromosikay
kesetaraan gender. Draft amandemen tersebut mengundang reaksi dan penentangan
dari kelompok Islam. Kritik keras diluncurkan dengan dasar argumentasi bahwa draf;
tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan pada akhirnya ditolak dap

Pemerintah gagal mengamandemenkannya.

Kedua, pada tahun 2006 resistensi masyarakat begitu kuat dan nyata terhadap
poligami yang dilakukan Abdullah Gymnastiar. Gymnastiar, beserta isteri pertama,
sebelumnya merupakan tokoh agama fenomenal yang sangat dekat dengan kchidupan
masyarakat dari berbagai lapisan. Bahkan, pesantren yang didirikan juga menjadi salah
satu tujuan wisata relijius masyarakat. Namun demikian, semua berubah seketika
sang tokoh menikahi perempuan lain sebagai isteri keduanya pada awal tahun 2007,
Tanpa perlu memperdebatkan undang-undang tentang poligami, masyarakat segera
meninggalkan sang tokoh. Media menyiarkan bagaimana masyarakat mengekspresikan
kekecewaan dan kemarahannya, membakar foto, gambar dan barang-barang yang
memuat sang Idola, ibu-ibu menyatakan kekhawatiran suami akan mengikuti langkah

sana Imam.

Kedua peristiwa di atas barangkali dapat menjadi bahan pemikiran bagaimana
dalam konteks poligami kepentingan masyarakat utamanya perempuan menjadi

dasar pertimbangan dalam pembuatan undang-undang dan tidak semata kepentingan
politik. Penolakan maupun dukungan terhadap poligami semestinya dikaji secara
lebih komprehensif dengan melibatkan suara, pengalaman, dan pemikiran perempuan
dan anak, yang menjadi bagian penting dari sebuah keluarga dan akan merasakan
langsung dampak poligami. Justifikasi interpretasi agama, kekuatan dan kepentingan
politik, kepentingan sepihak (laki-laki) tidak seharusnya mengorbankan kepentingan -
sebuah keluarga yang akan menjadi dasar sebuah masyarakat yang berkeadilan dan
berkesetaraan.

Hal ini penting karena ketentuan hukum yang disusun tanpa memperhatikan -
kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai individu yang otonom, yang menjadi
subyek dari hukum yang berkaitan dengan diri dan kehidupannya, menjadi embrio
lahirnya berbagai ketidakadilan terhadap perempuan baik secara fisik, psikhis maupun

i, “Goverment Intiates Revolution in Islamic Law”, The Jakarta Post,



‘ prempuan-perempuan yang mengalami kekerasan poligami baik poligami
~ ckon ; sirri, pada kenyataannya sangat rentan mengalami ketidakadilan serta
i i kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Lemahnya posisi mereka
_ per dipoligamj selanjutnya berdampak pada pola ketergantungan, subordinasi dan

Ymg.nalisasi perempuan terhadap laki-laki, baik dalam bidang ekonomi, pengambilan

omis: P

usan keluarga maupun yang lainnjya_
: kq)l]t . '

K ntektualisasi nilai-nilai keadilan dalam pemberlakuan poligami semestinya
o

- ckan kembali
it Jualitas dan otonomi perempuan serta memperhatikan kepentingan dan suara
o .vl
E 1n

elu ruh anggota

- _harusnya merumus
»sc o - Pemberlakuan poligami sebagai satu sarana mewujudkan keadilan.
me

ntervensi Negara dalam urusan rumah tangga seharusnya diimbangi dengan keharusan
te

= mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam sebuah institusi keluarga,

dalam bentuk yang lebih humanis, realitis, toleran terhadap

keluarga termasuk anak. Negara sebagai institusi yang berwenang

kan kembali apakah masih terdapat persyaratan sosial yang

Jan bukan hanya kepentingan laki-laki yang akan melakukan poligami. Pertanyaan
] mendasar yang selayaknya menjadi bahan renungan bersama adalah, apakah poligami
Jan konsep keadilan dalam poligami dapat menjadi sarana terciptanya keluarga sakinah

yang
Adalah sebuah kesalahan besar jika poligami dipertahankan hanya semata sebagai

penuh cinta dan kasih saysng, sebagaimana tersurat juga dalam undang-undang?
symbol ajaran Islam, yang seharusnya menjadi Rahmat bagi semua. Atau, peristiwa
sang Tokoh akan akan menjadi penanda bagaimana masyarakat pada akhirnya juga
akan meninggalkan hukum dan tidak lagi peduli karena hukum dan perundang-
. ndangan tidak lagi sesuai dengan harapan, realitas sosial dan kehidupan yang mereka

alami?
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